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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun dan disusun berdasarkan 

pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal 

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi 

dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran 

dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2026.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah disebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan 

daerah, serta program perangkat dearah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan 

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia 

serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 

memuat visi misi Kabupaten Kapuas Hulu, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, 

kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan 

Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. 

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 

disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum di Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2021 

sampai dengan 2026.  

Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satpol PP 

selanjutnya dirumuskan secara konprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan 

dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), 

dan jangka pendek (1 tahun), sehingga dengan demikian Renstra Satpol PP Kabupaten Kapuas 

Hulu ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan; 

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Masyarakat; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan 

Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan  Ketertiban Umum dan Ketenteraman  Masyarakat serta  Pelindungan 

Masyarakat; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2005-2025; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026; 
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18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. 

19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu; 

20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 050.13/2469/BAPPEDA/P3-B 

Tanggal 15 Oktober 2021 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2021-2026; 

21. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 005.13/2689/BAPPEDA/P3-B 

Tanggal 4 November 2021 perihal Verifikasi Dokumen Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026; 

22. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 

2021 tentang Tim Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2025; 

23. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 

2021 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Pelaporan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

  Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 

2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan 

masyarakat selama 5 tahun kedepan.  

  Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 

2021-2026 adalah untuk : 

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 kedalam 

rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja agar terwujud sinkronisasi perencanaan 

pembangunan; 

2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu kedalam tujuan, sasaran, program, 

kegiatan dan sub kegiatan operasional;  

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA dan Pengukuran Kinerja; dan 

4. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan 

pembangunan. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

  Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan 

Tujuan dan Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu. 

BAB  II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN KAPUAS HULU 

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, 

Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, 

Tantangan dan Peluang  Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

BAB  III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

Bab ini berisi tentang  uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 

Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP,  Telaahan Visi dan Misi dan Program 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan penentuan isu-isu 

strategis. 

BAB  IV TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah. 

BAB  V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program 

dan kegiatan, 

BAB VI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta 

Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dan indikator 

kinerja SKPD. 

 

 

BAB  VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu. 

BAB  VIII PENUTUP 

Bab ini berisi tentang perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 

2021-2026.  

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

KABUPATEN KAPUAS HULU 

 

2.1. TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan 

tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan dalam 

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.  

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: 

a) Menegakan Perda dan Perkada; 

b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan 

c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: 

a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

c) Pelaksanaan koordinasi  penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; 

d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan 

Perkada; dan 

e) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kapuas Hulu adalah sebagai berikut : 
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1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

a. Tugas Pokok 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan 

pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan 

dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban 

umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.  

b. Fungsi 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai 

fungsi : 

1) Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja; 

2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamon Praja dengan instansi 

lainnya; 

3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketertiban umum dan 

ketenteraman serta perlindungan masyarakat; 

4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai 

dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan; 

5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang 

penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta 

perlindungan masyarakat; 

6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan  pelaksanaan kegiatan 

Satuan Polisi Pamonng Praja secara periodik; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

2. Sekretaris 

a. Tugas Pokok 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan 

program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, 

kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan. 

b. Fungsi 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan program kerja Sekretariat; 

2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan: 

3) Pengelolaan administrasi keuangan Satuan; 

4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya 

aparatur, dan tata laksana Satuan; 
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5) Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan 

pengelolaan barang milik Satuan; 

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan; 

7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat; dan 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3. Kepala Subbagian Program 

a. Tugas Pokok 

  Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam 

melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan 

rencana kerja Satuan. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program; 

2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan; 

3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran; 

4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja 

Satuan; 

5) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan 

UPT; 

6) Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan; 

7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian 

Program; dan 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesusai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

d) Kepala Subbagian Keuangan 

a. Tugas Pokok 

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat 

dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan 

Satuan 

b. Fungsi 

Dalam menylenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan; 

2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan; 

3) Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan 

Satuan; 

4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan; 

5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan 

tugas Subbagian Keuangan; dan 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesusi dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

5. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur 

a. Tugas  

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok membantu 

Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi 

kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, 

kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Satuan. 

b. Fungsi 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum dan 

Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur; 

2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur 

Satuan; 

3) Penyelanggaraan ketatalaksanaan Satuan; 

4) Penyelanggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan 

perpustakaan Satuan; 

5) Pengelolaan barang milik Satuan; 

6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas  Subbagian 

Umum dan Aparatur; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsnya. 

 

6. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi 

a. Tugas  

Kepala Bidang Penegakan dan Operasi  mempunyai tugas membantu Kapala 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban 

masyarakat. 
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b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegakan dan Operasi   

melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan dan Operasi; 

2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan dan 

Operasi; 

3) Penegakan peraturan daerah; 

4) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; 

5) Pengamanan dan pengawalan Pejabat Negara dan pengamanan aset statis milik 

pemerintah daerah; 

6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan 

Operasi; 

7) Pengeavaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegakan dan 

Operasi secara periodik; 

8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Operasi 

secara periodik;dan 

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai denga tugas 

dan fungsinya. 

 

7. Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan 

a. Tugas Pokok  

 Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan mempunyai tugas membantu Bidang 

Penegakan dan Operasi dalam penegakan perundang-undangan daerah. 

b. Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penegakan dan Penyelidikan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kerja Seksi Penegakan dan Penyelidikan; 

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah; 

3) Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 

pelaksanaan perundang-undangan daerah; 

4) Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-

undangan daerah; 

5) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten; 

6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan 

Penyelidikan; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan 

Operasi sesuai denga tugas dan fungsinya. 
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8. Kepala Seksi Pengendalian Operasi 

a. Tugas 

Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Bidang 

Penegakan dan Operasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan teknis pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

b. Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengendalian Operasi mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Operasi; 

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat; 

3) Pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

4) Pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

5) Pelaksanaan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum; 

6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi; 

dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan 

Operasi sesuai denga tugas dan fungsinya. 

 

9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 

a. Tugas 

 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  mempunyai tugas membantu Kepala 

Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan 

masyarakat. 

b. Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 

melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat; 

2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan 

Masyarakat; 

3) Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat; 

4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan 

masyarakat; 

5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan 

Masyarakat secara periodik; 

6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat 

secara periodik; dan 
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7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

10. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 

a. Tugas 

 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang 

Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat. 

b. Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat; 

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan 

masyarakat;  

3) Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat; 

4) Pemberdayaan, pengendalian dan pengerahan teknis operasional Satuan 

Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan 

pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan penangananan 

bencana dan kebakaran, bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan 

dan bantuan pengamanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 

5) Penyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan 

perlindungan masyarakat; 

6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan 

Masyarakat; dan   

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan 

Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

11. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 

a. Tugas 

 Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang 

Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan 

optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat. 

b. Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat; 
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2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, 

koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan 

aspek perlindungan masyarakat; 

3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi 

masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat; 

4) Pelaksanaan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat: 

5) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka 

peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat; 

6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi 

Masyarakat; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan 

Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

12. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil 

  Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu 

Kepala Satuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan 

kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas 

Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

1) Penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kapasitas Personil; 

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan 

Kapasitas Personil; 

3) Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja; 

4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat; 

5) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas 

Personil; 

6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas 

Personil; 

7) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas 

Personil secara perodik, dan 

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP 

a. Tugas  

 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas membantu 

Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas 

anggota perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana dan kebakaran. 

 

b. Fungsi 

 Untuk  melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil 

melaksanakan fungsi sebagai berikut : 
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1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil; 

2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja; 

3) Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan 

anggota Polisi Pamong Praja; 

4) Pelaksanaan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja; 

5) Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi 

Pamong Praja; 

6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan 

Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan 

Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

  

14. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat 

a. Tugas 

 Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat mempunyai 

tugas membantu Bidang Peningkatan Kapasitas Personil dalam pelaksanaan 

peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat 

b. Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan 

Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Personil 

Perlindungan Masyarakat; 

2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan 

kapasitas personil perlindungan masyarakat; 

3) Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan 

masyarakat; 

4) Pelaksanaan pelatihan bagi anggota perlindungan masyarakat; 

5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil 

Perlindungan Masyarakat;dan 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

 

15. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai 

dengan bidang keahlian yang dimilikinya. 

 

 Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah di bentuk melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti melalui Peraturan 

Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu 

Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut : 
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1. Kepala Satuan  

2. Sekretariat 

3. Bidang Penegakan dan Operasi 

4. Bidang Perlindungan Masyarakat 

5. Bidang Peningkatan Kapasitas Personil 

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);dan 

7. Kelompok  Jabatan Fungsional 

 

 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 

(Perbub Nomor 55  Tahun 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2. SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU 

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman 

yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu kemungkinan tidak akan terwujud apabila 

perubahan mendasar dibidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi 

politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 
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1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi 

masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di 

Kapuas Hulu dapat terhindarkan. 

 

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA 

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas 

Hulu menurut kualifikasi golongan/pangkat. 

 

Tabel 2. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 

Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat 

No Golongan Jumlah 

1 I 0 

2 II 24 

3 III 24 

4 IV 5 

5 Non PNS 34 

TOTAL 87 

Sumber : https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/nominatif-2021/  (Juli 2021) 

 

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA 

  Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kapuas Hulu guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi 

NO 
SARANA DAN PRASARANA 

YANG DIGUNAKAN 

KONDISI 

KET. CUKUP 

BAIK 

KURANG 

BAIK 
JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 

1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
      

1. Meja / Kursi Kerja 15 0 15  

2. Komputer/ PC 31 0 31  

3. Printer 24 0 24  

4. Lemari 4 0 4  

5. Infokus 1 0 1  

6. AC 18 0 18  

7. Kipas Angin 2 0 2  

8. TV 3 0 3  

2 Kendaraan Dinas Operasional 

Pol PP  

    

1. Mobil Patroli 1 0 1  

2. Mobil Patwal 1 1 2  

3. Motor Dinas 26 0 26  

3 Peralatan Keamanan dan 

Keselamatan Diri anggota Pol PP  

    

1. Tameng 15 0 15  

2. Baju PHH 15 0 15 Tdk 

Termsuk 

Aset 3. Tongkat “ T ” 15 0 15 

 Sumber: https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset-2019/ 

 

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS 

HULU 

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, 

kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 

sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala 

daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga 

penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan aman.  

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 5 tahun kebelakang adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2016-2021 

No Indikator Kinerja 
Realisasi (Tahun) Target 

Satuan 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Predikat SAKIP C B BB  BB  BB Nilai 

2 Persentase Jabatan Fungsional Pol PP  0%  65%  68% 70%  79% % 

3 
Persentase Penegakan Perda dan 

Peraturan Kepala Daerah 
35% 100% 72% 100%  100% % 

4 

Persentase Tingkat Penyelesaian 

Pelanggaran K3 (Ketertiban, 

Ketentraman dan Keindahan) 

100% 100% 92% 100%  100% % 

5 Rasio Petugas LINMAS  0,55 0,81 1,11 0,95  0,98 
Linmas/ 

RT 

6 Persentase Anggota LINMAS terlatih 0 0 0 0  1,26% % 

 Sumber: https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/capaian-kinerja-2016-2021/ 
https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/ 

Sedangkan capaian kinerja anggaran dengan realisasi anggaran dapat digambarkan 

sebagai berikut :

https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/capaian-kinerja-2016-2021/
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Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Anggaran Dengan Realisasi Anggaran 

 

No Program Indikator 
Realisasi Anggaran (%) Target 

2021 
Ket. 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Cakupan Pelayanan Adminitrasi 

Perkantoran 
98,65% 98,52% 98,41 98,48 100,00%   

2 
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

Cakupan Sarana dan Prasaran Aparatur 

dalam kondisi BAIK 
100,00% 100,00% 100,00 99,97 100,00%   

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 
Cakupan keseragaman pakaian dinas 

beserta kelengkapannya  
0,00% 99,97% 0,00 99,91 100,00%   

4 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 
Cakupan PNS/ Non PNS yang kompeten 99,94% 99,48% 77,73 94,88 100,00%   

5 

Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Cakupan penyusunan pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 
0,00% 0,00% 100,00 100,00 100,00%   

6 Peningkatan Kapasitas LINMAS Persentase Anggota LINMAS terlatih 0,00% 0,00% 0,00 0,00 100,00%   

7 
Pemeliharaan Kantrantibmas dan 

Pencegahan Tindak Kriminal 

Cakupan Pemeriksaan dan Penyidikan 

Pelanggaran Perda 
99,39% 98,65% 99,85 99,05 100,00%   

8 
Pemberdayaan Masyarakat untuk 

Menjaga Ketertiban dan Keamanan 
Rasio Petugas LINMAS  99,74% 99,25% 99,59 99,73 100,00%   

Sumber: https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/realisasi-anggaran/
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2.4. TANTANGAN DAN PELUANG  PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU 

Berdasarkan fakta diatas, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah yang aman dan 

kondusif dengan tingkat kriminalitas rendah sehingga kondisi yang aman dan kondusif tersebut 

harus tetap dijaga dan dipertahankan agar visi dan misi kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan 

dengan optimal sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas 

Hulu dalam menjaga kondisi wilayah aman dan kondusif tergambar dalam analisis SWOT yang 

berhasil diidentifikasi adalah: 

1. Strength Factors (Kekuatan) 

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi : 

a. SAKIP telah mencapai Perdikat “BB”; 

b. Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 

c. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu yang 

cukup memadai; 

d. Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

e. Fungsi Intelijen yang cukup memadai. 

 

2. Weakness Factors (Kelemahan) 

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi: 

a. Perda Ketertiban Umum Tahun 1978 yang sudah tidak sesuai dengan 

kondisi sosial kemasyarakatan; 

b. Minimnya dukungan dari stakholder; 

c. Tidak adanya PPNS; 

d. Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 

e. Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas 

terjadi tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu 

Piket Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/ anti huru hara, 

Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/ Perkada) 

f. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

g. Kurangnya Sarana dan Prasana pendukung operasional; 
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h. Anggota Satlinmas yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan 

Pelatihan; 

i. Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga 

ketenteraman dan Ketertiban; 

 

3. Oppurtunities Factors (Peluang) 

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang mungkin dan akan 

terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal/internal Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, kebijakan pemerintah kondisi lingkungan 

sekitar, yang meliputi : 

a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah; 

b. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP 

dalam menjaga Kantibmas; 

c. Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi aman, tertib dan tentram; 

d. Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan. 

 

4. Threats Factors (Ancaman) 

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kapuas Hulu untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan 

yang tidak menguntungkan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera 

diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun 

dimasa yang akan datang, yang meliputi : 

a. Isu radikalisme dan SARA; 

b. Tingkat Kejahatan dan Kriminalitas serta pelanggaran terhadap Perda/ 

Perkada yang semakin meningkat; 

c. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; dan 

d. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional 
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Tabel 2. 5 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas 

Hulu 
Strength Factors (Kekuatan) Weakness Factors (Kelemahan) 

SAKIP telah mencapai Perdikat “BB” Perda Ketertiban Umum Tahun 1978 yang 

sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial 

kemasyarakatan 

Adanya dasar hukum yang kuat dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

Minimnya dukungan dari stakholder 

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kapuas Hulu yang cukup 

memadai 

Tidak adanya PPNS 

Adanya pengaturan jadwal dan atau 

pembagian tugas yang jelas dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sumber Daya Manusia yang sangat kurang 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Fungsi Intelijen yang cukup memadai Jumlah anggota yang sangat kurang 

sehingga dalam pembagian tugas terjadi 

tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, 

Regu Patroli Air, Regu Piket Piket Pos, 

Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/ 

anti huru hara, Regu penindak penanganan 

pelanggaran Perda/ Perkada) 

  Rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

  Kurangnya Sarana dan Prasana pendukung 

operasional 

  Anggota Satlinmas yang belum pernah 

dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan 

  Belum optimalnya peran serta Satlinmas 

Desa dalam menjaga ketenteraman dan 

Ketertiban 

Oppurtunities Factors (Peluang) Threats Factors (Ancaman) 

Dinamika perkembangan produk hukum 

daerah 

Isu radikalisme dan SARA 

Dukungan dari TNI dan Polri terhadap 

pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam 

menjaga Kantibmas 

Tingkat Kejahatan dan Kriminalitas serta 

pelanggaran terhadap Perda/ Perkada yang 

semakin meningkat 

Dukungan masyarakat untuk menjaga 

kondisi aman, tertib dan tentram 

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat 

Keharmonisan sosial budaya 

kemasyarakatan 

Terbukanya akses dari luar negeri maupun 

regional 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

 
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang 

relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah 

menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, 

isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa 

mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat 

antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan 

tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam 

penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun 

mendatang. 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang 

seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daearah, maka kondisi 

ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar 

bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi 

umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan 

fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang 

tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaran roda pemerintahan dapat berjalan dengan 

lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatanya dengan aman.  

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan 

dengan pendekatan pre emtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan 

secara konprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam 

menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:  

a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi 

reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya 

dan ekonomi ditengah masyarakat; 

b. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

c. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan 

terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat. 
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH TERPILIH 

3.2.1. Visi 

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. 

Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Kapuas 

Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah : 

“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA 

SAING, AMANAH DAN TERAMPIL “ 

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan Kapuas Hulu yang 

Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan 

bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan 

mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi; 

2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk 

yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta 

keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar; 

3. Berdaya Saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi 

keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, 

profesional, kompetitif, serta berwawasan kedepan; 

4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, 

mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, 

akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 

5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang 

handal, kreatif, inovatif, dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. 

3.2.2. Misi 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata 
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bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang 

diberikannya. Misi Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 yaitu : 

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan 

Beragama, Budaya dan Keamanan; 

2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas 

ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi; 

3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif 

dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing; 

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya 

Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitasdan Akuntabilitas; 

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtarera dalam pelayanan kesehatan dasar yang 

bermutu bagi masyarakat. 

Pada Misi Kepala Daerah Terpilih tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas 

Hulu memiliki tugas untuk menyelesaikan Misi yang pertama yaitu Mewujudkan 

Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya 

dan Keamanan. Dalam pencapaian misi ini Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan 

peningkatan Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas 

Hulu sehingga terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi 

yang aman dan kondusif. 

Tabel 3. 1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Visi: Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil 

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan 

Beragama, Budaya dan Keamanan 

Tujuan 1 
Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius 

dan Berbudaya 
Indeks Rasa Aman 

Sasaran 1 Meningkatnya kondusivitas wilayah 
Indeks Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya 

Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitasdan Akuntabilitas 

Tujuan 2 
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

Indeks Reformasi Birokrasi 

Satpol PP 

Sasaran 2 
Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 
Nilai SAKIP 

 

 

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA 

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja 

(SATPOL PP) Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja 
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yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, 

dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri 

Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan 

bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan visi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih Visi yaitu “TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, 

ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL” yang dijabarkan dalam tujuan 

dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk kegiatan Patroli 

Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, Operasi Yustisi 

dan Non Yustisi, Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan 

Kepala Daerah dan Perlindungan Masyarakat. 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi KALIMANTAN BARAT merupakan instansi 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di 

bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah 

serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang undangan.  

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yaitu 

Meningkatnya Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman 

Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah dan Meningkatnya Penegakan 

PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat dengan Indikator Rata-rata kejadian 

pelanggaran trantibum di Kalbar dan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada. 

 

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

   Kerawanan-kerawanan nasional menunjukkan adanya rangkaian gangguan keamanan 

antara lain dalam bentuk pertentangan-pertentangan politik, demonstrasi-demontrasi anarkis 

merupakan isu-isu nasional yang harus disikapi melalui upaya-upaya menangkal segala bentuk 

pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Isu-isu strategis yang perlu 

dicermati untuk dijadikan penentuan langkah-langkah strategis dalam penangananya antara lain: 

a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara Malaysia maupun dari Provinsi 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara; 

b. Isu Primordialisme, Radikalisme, Suku, Ras dan Keagamaan; 

c. Kebijakan pemerintah pusat yang menggangu atau menghambat masyarakat untuk 

meningkatkan taraf hidupnya seperti penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak 

dapat mengolah dan mengelola hasil hutan; 
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d. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk 

membuka usaha bisnis di Kabupaten Kapuas Hulu;  

e. Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda/ Perkada serta pelanggaran 

Ketenteraman/ ketertiban umum yang semakin meningkat; 

f. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; 

g. Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan 

sosial kemasyarakatan (PERDA Kab. Kapuas Hulu Nomor  09 Tahun 1978) 

h. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada; 

i. Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang; 

j. Kenakalan Renaja; 

k. Penataan Pasar dan PKL yang dapat mengganggu aktivitas transfortasi umum dan 

kebersihan lingkungan; 

l. Aktivitas PETI liar; 

m. Tidak adanya pemetaan/ informasi tingkat kerawanan Trantibum pada setiap Desa dan 

Kecamatan; 

n. Tidak berfungsinya peran Anggota Satlinmas di Desa dalam menjaga Ketenteraman dan 

Ketertiban umum, bantuan penanganan Bencana dan kebakaran serta bantuan pengamanan 

kegiatan sosial kemasyarakatan; 

o. Anggota Satlinmas Desa tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu; 

p. Anggota Satlinmas Desa yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan; 

q. Jumlah Poskamling tidak ideal; 

r. Minimnya Dukungan dari Stakholder; 

s. Koordinasi antar instansi lemah; 

t. Tidak adanya PPNS; 

u. Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 

v. Terbatasnya personil yang memiliki Ijazah S1 Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hukum; 

w. Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih 

pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu Piket Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu 

Pleton Dalmas/ anti huru hara, Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/ Perkada); 

x. Kurangnya Sarana dan Prasaran pendukung operasional seperti: Mobil Dalmas/ pengangkut 

pasukan, APD/ PHH, Kendaraan Patroli Roda 2, Kendaraan Patroli Air/ Sungai, Alat 

Komunikasi (HT); dan 

y. Rendahnya kedisiplinan Anggota Satpol PP, Jiwa Korsa dan rasa persatuan yang sangat 

kurang, lemahnya loyalitas dan respectk anggota,.  
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN KAPUAS HULU 

Untuk mewujudkan misi  Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yaitu Mewujudkan Masyarakat 

Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan 

maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menentukan Tujuan dan Sasaran 

sebagai berikut: 

4.1.1. Tujuan 

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai 

lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran dengan 

mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. 

Untuk Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan 

kehidupan beragama, budaya dan keamanan maka arah Tujuan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kapuas Hulu selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;; 

2. Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya. 

 

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah 

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran yang 

ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

2. Meningkatnya kondusivitas wilayah; 

 

  Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasari pada 

faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk 

mempertajam fokus pelaksanaan misi Kabupaten Kapuas Hulu, maka tujuan organisasi harus 

dapat menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan 

aktivitas pelaksanaan misi tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. berikut 

ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

2021-2026. 
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Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 
 

No Tujuan Sasaran Indikator 
Target Kinerja pada Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatkan kualitas 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

  

Indeks Reformasi Birokrasi 

Satpol PP 
BB BB BB BB A A 

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Nilai SAKIP  BB   BB   BB   BB   A   A  

2 Mewujudkan masyarakat 

yang Aman, Religius dan 

Berbudaya 
  

Indeks Rasa Aman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya kondusivitas 

wilayah 
Indeks Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kapuas Hulu merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 : 

1. Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur; 

2. Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat; 

3. Penyelesaian dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Pelanggaran Perda/ Perkada; 

5. Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur 

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan satuan polisi 

pamong praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 : 

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 

2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi setta tersedianya data dan informasi kepegawaian; 

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas serta jasa penunjang dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 

4. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan 

Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat; 

5. Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan, Penindakan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

6. Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; 

7. Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum; 

8. Peningkatan Deteksi Dini untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Trantibum; 

9. Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum; 

10. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan 

Satlinmas. 
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Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
VISI: Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil 

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur 

Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitasdan Akuntabilitas 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 Meningkatka

n kualitas 

pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi 

1. Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

daerah 

1. Mengembangkan 

akuntabilitas kinerja 

dan kemampuan 

aparatur  

1. Peningkatan Akuntabilitas 

Kinerja 

2. Peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan 

intelektual aparatur dalam 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi serta tersedianya 

data informasi kepegawaian 

3. Peningkatan Sarana dan 

Prasarana fasilitas serta Jasa 

Penunjang dalam 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi 

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan 

Beragama, Budaya dan Keamanan 

2 Mewujudkan 

masyarakat 

yang Aman, 

Religius dan 

Berbudaya 

1. Meningkatnya 

kondusivitas 

wilayah 

1. Mengembangkan 

Upaya Pemahaman 

Masyarakat terhadap 

Peraturan Perundang-

Undangan yang 

berlaku melalui 

Penyuluhan dan 

Sosialisasi Kepada 

Masyarakat 

1. Peningkatan Kesadaran dan 

Peran Serta Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan dan 

Pemeliharaan Ketertiban 

Umum serta Ketenteraman 

Masyarakat 

2. Penyelesaian dan 

Penindakan 

Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

1. Peningkatan Penyidikan, 

Penyelidikan, Penindakan 

dan penyelesaian 

Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

2. Peningkatan Pengembangan 

Kapasitas dan Karier PPNS 

3. Pencegahan Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum, dan 

Pelanggaran Perda/ 

Perkada 

1. Patroli dan Pengamanan 

secara intensif pada Daerah 

Rawan Pelanggaran 

Trantibum 

2. Peningkatan Deteksi Dini 

untuk mencegah terjadinya 

Pelanggaran Trantibum 

3. Peningkatan Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat 

dalam rangka Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

4. Mengembangkan 

Pengetahuan, 

Keterampilan dan 

Kemampuan Aparatur 

1. Peningkatan Pengetahuan, 

Kemampuan, Keterampilan 

dan Disiplin Aparatur 

Satpol PP dan Satlinmas 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, 

kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat dimplementasikan. 

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas 

yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas 

Hulu sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kapuas Hulu melalui perwujudan sasaran misi 

yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan 

sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.  

 

6.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

 Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan proritas Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 

 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 

 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD; 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 

 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 

 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; 

 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran; 
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1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; 

 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD; 

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; 

 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; 

 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; 

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 

 Penyediaan Bahan/Material; 

 Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 

 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

 Pengadaan Mebel; 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya; 

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 
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 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud; 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

 

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

2.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi 

Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan, dan Pengawalan; 

 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk 

Rasa dan Kerusuhan Massa; 

 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; 

 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 

Ketertiban Umum; 

 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia; 

 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada. 

2.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota; 

 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali 

Kota. 

2.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 

 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 
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Tabel 6. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 

 
Kode 

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator/ Formulasi Perhitungan 

Satua

n 

Targ

et 

Targ

et 

2021 

Target Kinerja dan Anggaran 

Pro

g 
Keg 

Su

b 

2022 2023 2024 2025  2026 

Targ

et 
Rp. 

Targ

et 
Rp. 

Targ

et 
Rp. 

Targ

et 
Rp. 

Targ

et 
Rp. 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitasdan Akuntabilitas 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                 17.796.640.448                 18.833.202.460  
                  

19.821.401.916  

                  

20.784.184.626  

                  

21.882.325.346  

Tujuan 1 
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 
Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP   BB  BB  

       

14.261.842.948  
 BB  

         

15.037.302.120  
 BB  

         

15.815.291.254  
 A  

        

16.671.733.125  
 A  

         

17.542.085.964  

Sasaran 1 
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 
Nilai SAKIP 

Predi

kat 
BB BB 14.261.842.948 BB 15.037.302.120 BB 15.815.291.254 A 16.671.733.125 A 17.542.085.964 

01     
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
Nilai SAKIP 

Predi

kat 
BB BB 14.261.842.948  BB  15.037.302.120  BB  15.815.291.254  A  16.671.733.125  A  17.542.085.964 

01 2.01   
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
Nilai SAKIP 

Predi

kat 
BB BB 270.146.500 BB 288.993.850 BB 309.317.570 A 346.710.757 A 388.812.478 

01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Dok. 14 14 77.231.900 14 81.093.495 14 85.148.170 14 93.662.987 14 103.029.285 

01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA yang dikerjakan Dok. 1 1 41.771.200 1 45.948.320 1 50.543.152 1 58.124.625 1 66.843.319 

01 2.01 03 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 
Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dikerjakan Dok. 4 4 33.929.400 4 35.625.870 4 37.407.164 4 41.147.880 4 45.262.668 

01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA yang dikerjakan Dok. 1 1 30.935.400 1 34.028.940 1 37.431.834 1 43.046.609 1 49.503.600 

01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang dikerjakan Dok. 4 4 43.579.900 4 45.758.895 4 48.046.840 4 52.851.524 4 58.136.676 

01 2.01 06 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
Jumlah Laporan Kinerja yang dikerjakan Dok. 24 24 34.093.900 24 37.503.290 24 41.253.619 24 47.441.662 24 54.557.911 

01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Keg. 4 4 8.604.800 4 9.035.040 4 9.486.792 4 10.435.471 4 11.479.018 

01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan % 95,00 95,00 8.175.414.748 95,00 8.584.185.485 95,00 9.013.394.760 95,00 9.464.064.498 95,00 9.937.267.723 

01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Pol PP Bln 12 12 

7.906.521.948 
12 

8.301.848.045 
12 

8.716.940.448 
12 

9.152.787.470 
12 

9.610.426.844 
Jumlah Aparatur Pol PP yang menerima Tunjangan Khusus OB 1.512 1.512 1.527 1.542 1.558 1.573 

01 2.02 03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 
Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan OB 156 156 223.320.000 158 234.486.000 161 246.210.300 165 258.520.815 169 271.446.856 

01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen yang dikerjakan (Kwitansi, BKU, Jurnal 

Umum, Buku Besar, Rincian Objek, Fungsional, 

Administratif, Register Penutupan Kas, BAPK) 

Jns 

Dok. 
0 9 23.245.000 9 24.407.250 9 25.627.613 9 26.908.993 9 28.254.443 

01 2.02 05 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 
Jumlah Dokumen yang dikerjakan Dok. 0 1 4.757.000 1 4.994.850 1 5.244.593 1 5.506.822 1 5.782.163 

01 2.02 06 
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan 
Jumlah Dokumen yang dikerjakan Dok. 0 1 3.570.800 1 3.749.340 1 3.936.807 1 4.133.647 1 4.340.330 

01 2.02 07 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
Jumlah Dokumen yang dikerjakan Dok. 0 4 9.000.000 4 9.450.000 4 9.922.500 4 10.418.625 4 10.939.556 

01 2.02 08 
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran 
Jumlah Dokumen yang dikerjakan Dok. 0 1 5.000.000 1 5.250.000 1 5.512.500 1 5.788.125 1 6.077.531 

01 2.03   
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 
Persentase Administrasi Barang Milik Daearah % 0,00 95,00 10.000.000 95,00 10.000.000 95,00 10.000.000 95,00 10.000.000 95,00 10.000.000 

01 2.03 01 
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD 
Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Dok. 0 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 

01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penilaian/ Penafsiran Dok. 0 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 
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01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Kepegawaian % 95,00 95,00 

491.692.220 

95,00 

516.276.831 

95,00 

542.090.673 

95,00 

569.195.206 

95,00 

597.654.966 Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 
Org 0 6 8 10 12 14 

01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Stel 87 106 398.495.000 106 418.419.750 106 439.340.738 106 461.307.774 106 484.373.163 

01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Daftar Nominatif Satpol PP Dok. 0 2 28.967.110 2 30.415.466 2 31.936.239 2 33.533.051 2 35.209.703 

01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase SKP yang dikerjakan % 0 100% 8.274.110 100% 8.687.816 100% 9.122.206 100% 9.578.317 100% 10.057.232 

01 2.05 09 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Org 0 6 55.956.000 8 58.753.800 10 61.691.490 12 64.776.065 14 68.014.868 

01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95,00 95,00 1.071.438.380 95,00 1.125.010.299 95,00 1.181.260.814 95,00 1.240.323.855 95,00 1.302.340.047 

01 2.06 01 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor Jns 9 9 22.649.000 11 23.781.450 13 24.970.523 15 26.219.049 17 27.530.001 

01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan Unt 5 6 215.390.100 7 226.159.605 8 237.467.585 9 249.340.965 10 261.808.013 

01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Unt 1 7 14.375.000 10 15.093.750 13 15.848.438 16 16.640.859 19 17.472.902 

01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Org 86 106 234.792.000 106 246.531.600 106 258.858.180 106 271.801.089 106 285.391.143 

01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen yang dicetak/ digandakan Jns 16 16 20.894.280 18 21.938.994 19 23.035.944 20 24.187.741 21 25.397.128 

01 2.06 06 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 
Jumlah Langganan Koran Edtr 4 4 5.220.000 4 5.481.000 4 5.755.050 4 6.042.803 4 6.344.943 

01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Junlah bahan material kbk 0 10 5.000.000 10 5.250.000 10 5.512.500 10 5.788.125 10 6.077.531 

01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitas yang disediakan jns 0 5 4.000.000 5 4.200.000 5 4.410.000 5 4.630.500 5 4.862.025 

01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keg. 31 30 485.418.000 32 509.688.900 34 535.173.345 36 561.932.012 38 590.028.613 

01 2.06 11 
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 
Jumlah Admin/ Operator/ Sistem Informasi yang dikerjakan OB 118 182 63.700.000 182 66.885.000 182 70.229.250 182 73.740.713 182 77.427.748 

01 2.07   
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 
% 0,00 95,00 1.921.045.000 95,00 2.076.963.250 95,00 2.195.811.413 95,00 2.329.601.983 95,00 2.458.582.082 

01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Unt 0 7 1.695.230.000 9 1.779.991.500 11 1.868.991.075 14 1.962.440.629 16 2.060.562.660 

01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Unt 0 18 44.735.000 18 46.971.750 18 49.320.338 18 51.786.354 18 54.375.672 

01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Unt 0 3 181.080.000 1 100.000.000 1 120.000.000 1 150.000.000 1 170.000.000 

01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan gedung kanor/ bangunan lainnya gdg 0     1 50.000.000 1 52.500.000 1 55.125.000 1 57.881.250 

01 2.07 10 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ 

bangunan lainnya 
Unt 0     1 50.000.000 1 52.500.000 1 55.125.000 1 57.881.250 

01 2.07 11 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung 

kantor/ bangunan lainnya 
Unt 0     1 50.000.000 1 52.500.000 1 55.125.000   57.881.250 

01 2.08   
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
% 95,00 95,00 1.943.424.100 95,00 2.040.595.305 95,00 2.142.625.070 95,00 2.249.756.324 95,00 2.362.244.140 

01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai dan Perangko yang dibeli Lbr 1.000 715 4.950.000 751 5.197.500 788 5.457.375 828 5.730.244 869 6.016.756 

01 2.08 02 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

Pembayaran Telepon/ Internet, Air dan Listrik Bln 12 12 
58.200.000 

12 
61.110.000 

12 
64.165.500 

12 
67.373.775 

12 
70.742.464 

Pembayaran Tv Kabel Bln 12 12 12 12 12 12 

01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki Unt 24 25 17.250.000 27 18.112.500 29 19.018.125 31 19.969.031 33 20.967.483 

01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli Jns 68 52 

1.863.024.100 

68 

1.956.175.305 

68 

2.053.984.070 

68 

2.156.683.274 

68 

2.264.517.437 

Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium Otg 7 54 54 54 54 54 

Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan Gajinya Org 0 2 2 2 2 2 

Jumlah Iklan yang disediakan Iklan 1 1 1 1 1 1 

Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Pengaduan 

Pelanggaran Perda/ Perkada 
OB 12 72 72 72 72 72 

01 2.09   
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi 

BAIK 
% 90,00 90,00 378.682.000 89,00 395.277.100 88,00 420.790.955 87,00 462.080.503 87,00 485.184.528 

01 2.09 02 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya Unt 8 8 

274.842.000 

9 

288.584.100 

10 

303.013.305 

11 

318.163.970 

12 

334.072.169 
Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan Service Jns 36 33 35 37 39 41 

Jumlah BBM Ltr 
13.97

1 

14.89

7 

15.64

2 

16.42

4 

17.24

5 

18.10

7 

01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Website yang dikelola/ dikembangkan/ dipelihara Web 1 1 20.660.000 1 21.693.000 1 22.777.650 1 23.916.533 1 25.112.359 

01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung/ Bangunan yang direhabilitasi Gdg 0 1 83.180.000 1 85.000.000 1 95.000.000 1 120.000.000 1 126.000.000 
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Lainnya 

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan 

Tujun 2 
Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan 

Berbudaya 
Indeks Rasa Aman 

Indek

s 
100% 100% 3.534.797.500 100% 3.795.900.340 100% 4.006.110.663 100% 4.112.451.501 100% 4.340.239.382 

Sasaran 2 Meningkatnya kondusivitas wilayah Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Indek

s 
100% 100% 3.534.797.500 100% 3.795.900.340 100% 4.006.110.663 100% 4.112.451.501 100% 4.340.239.382 

02     
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN 

DAN KETERTIBAN UMUM 
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Indek

s 
100% 100% 3.534.797.500 100% 3.795.900.340 100% 4.006.110.663 100% 4.112.451.501 100% 4.340.239.382 

02 2.01   
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada  

yang ditindaklanjuti 

% 100% 100% 

3.140.137.200 

100% 

3.300.516.040 

100% 

3.508.526.363 

100% 

3.723.157.201 

100% 

3.948.519.582 
Rasio Peugas Linmas 

Linm

as/ 

RT 

0,98 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 

Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan 

Fungsional 
% 40,96 42,17 43,37 44,58 45,78 46,99 

Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan 

Linmas 
% 1,26 3,14 5,65 8,79 13,19 18,22 

02 2.01 
0

1 

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan 

Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL Keg. 2 6 

986.556.950 

6 

1.035.884.798 

6 

1.087.679.037 

6 

1.142.062.989 

6 

1.199.166.139 

Jumlah Kegiatan Pengamanan Keg. 50 27 27 27 27 27 

Jumlah Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat  yang menerima Honorarium 
Org 47 0 0 0 0 0 

Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawalan Pejabat Pemda, 

Provinsi dan Pusat 
Keg. 100 24 24 24 24 24 

Jumlah Daerah Rawan Trantibum Kec. 23 23 23 23 23 23 

Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, DAN Pos, 

Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI 
Org 79 79 79 79 79 79 

Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini Keg. 0 10 10 10 10 10 

02 2.01 
0

2 

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui 

Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 

Massa 

Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang 

terselesaikan 
% 100% 100% 120.557.800 100% 126.585.690 100% 126.585.690 100% 126.585.690 100% 126.585.690 

02 2.01 
0

3 

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat se-

Kabupaten Kapuas Hulu 

Keg 0 1 70.430.400 1 77.323.900 1 77.323.900 1 77.323.900 1 77.323.900 

02 2.01 
0

4 

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Jumlah Desa yang didata petugas Linmas Desa 0,00 56 

860.994.950 

112 

904.044.698 

168 

949.246.932 

225 

996.709.279 

282 

1.046.544.743 

Rasio Peugas Linmas 

Linm

as/ 

RT 

0,98 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 

Jumlah Anggota Linmas Desa yang direkrut Org 50 73 73 73 73 72 

Persentase Penanganan bencana % 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa % 3,14 
6,26

% 

9,39

% 

12,52

% 

15,64

% 

18,77

% 

Jumlah Peserta Pembinaan Ormas Org 0 35 35 35 35 35 

Jumlah Satgas Satlinmas yang dibentuk 
Satga

s 
0 6 6 6 6 6 

Jumlah Monitoring Pemberdayaan Satlinmas Keg 0 12 12 12 12 12 

02 2.01 
0

5 

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja 

dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam 

Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 

Persentase Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan 

Fungsional 
% 40,96 42,17 

1.093.597.100 

43,37 

1.148.276.955 

44,58 

1.255.690.803 

45,78 

1.368.475.343 

46,99 

1.486.899.110 Jumlah Aparatur yang mengikuti Tes Kompetensi, 

impashing, kenaikan pangkat Jabatan Fungsional 
Org 0 5 5 5 5 5 

Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan % 57,47 100% 100% 100% 100% 100% 
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Persentase Peserta Pelatihan Dalmas % 68,49 83,56 83,56 83,56 83,56 83,56 

Jumlah Peserta Diklat PTI Org 0 2 2 2 2 2 

Persentase Aparatur Jabatan Fungsional yang mengikuti 

Pendidikan Dasar Satpol PP 
% 0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 

100,0

0 
100 

Persentase Aparatur Non Struktural yang mengikuti 

Pendidikan Dasar Disiplin Satpol PP 
% 0 100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Intelijen Org 0 3 3 3 3 3 

Persentase Anggota Linmas yang mengikuti Pelatihan 

Linmas 
% 1,26 3,14 5,65 8,79 13,19 18,22 

Persentase Anggota Linmas yang telah dikukuhkan % 0,00 19,97 39,95 59,92 79,90 
100,0

0 

02 2.01 
0

9 

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada 

Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat 

dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada  

Org/ 

Pkt 
16 16 8.000.000 16 8.400.000 16 12.000.000 16 12.000.000 16 12.000.000 

02 2.02   
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan 

Perkada 
% 100% 100% 354.660.300 100% 451.384.300 100% 451.384.300 100% 340.784.300 100% 340.784.300 

02 2.02 
0

1 

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perda Trantibum Keg 0 23 110.600.000 23 110.600.000 23 110.600.000         

Jumlah Warga Negara  yang diberikan sosialisasi Org 0 0   200 96.724.000 200 96.724.000 200 96.724.000 200 96.724.000 

02 2.02 
0

2 

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 
Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi Kasus 1.500 24 147.634.500 50 147.634.500 100 147.634.500 200 147.634.500 300 147.634.500 

02 2.02 
0

3 

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

yang tertangani 
Kasus 1.500 24 96.425.800 50 96.425.800 100 96.425.800 200 96.425.800 300 96.425.800 

02 2.03   
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Kabupaten/Kota 
Persentase PPNS yang Aktif % 0% 33,33 40.000.000 40,00 44.000.000 45,00 46.200.000 50,00 48.510.000 60,00 50.935.500 

02 2.03 
0

1 
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 

Jumlah PNS Pol PP yang Memiliki SKEP PPNS Org 0 1 
40.000.000 

2 
44.000.000 

3 
46.200.000 

4 
48.510.000 

5 
50.935.500 

Jumlah PPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Org 0 1 2 3 4 5 
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6.2. INDIKATOR KINERJA SKPD 

 Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah 

Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kapuas Hulu pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan 

pelaksanaannya. 

Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-

target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. 

Adapun indikator kinerja dan target capaiannya dapat terlihat di tabel 6.2 
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Tabel 6. 2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

No Tujuan Sasaran Indikator 
Target Kinerja pada Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatkan kualitas 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

  

Indeks Reformasi Birokrasi 

Satpol PP 
BB BB BB BB A A 

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Nilai SAKIP  BB   BB   BB   BB   A   A  

2 Mewujudkan masyarakat 

yang Aman, Religius dan 

Berbudaya   

Indeks Rasa Aman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya kondusivitas 

wilayah 
Indeks Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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6.3. RENCANA PROGRAM 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

 

6.4. KEGIATAN 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. 

 

6.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD 

  Dari indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-

2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya 

sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai 

berikut: 
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Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 

NO SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN FORMULASI / CARA 

PERHITUNGAN 

SUMBER 

DATA 

1 2 4 5 6 

1 Meningkatnya 

kondusivitas 

wilayah 

Indeks 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

  
Jumlah Pelanggaran yang di selesaikan 

X 100 

Rekapitulasi 

Pelanggaran 

Perda/ Perkada 
  Jumlah Pelanggaran yang di adukan 

                      

Sumber: https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/ 

6.6. KELOMPOK SASARAN 

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu; 

2. Daerah atau Wilayah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum; 

3. Pelanggar peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; 

4. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS); 

5. Warga Negara yang mengalami Kerusakan Materi dan Cidera akibat penegakan Perda dan 

Perkada; 

6. Korban bencana alam dan kebakaran (Tugas Linmas). 

 

6.7. PENDANAAN INDIKATIF 

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu 

masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis, aman, tertib dan tentram maka dapat diindikasikan 

pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan secara bertahap dari  tahun 2021 hingga 2026 seperti 

berikut ini : 

1. Tahap Pertama : 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 

adalah tahap pertama pelaksanaan Renstra, diusulkan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kapuas Hulu sebesar Rp.9.602.011.770,- dipergunakan 

untuk pembiayaan kegiatan sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 
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6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. 

 

 

2. Tahap Kedua : 

Pada tahun 2022 tahap kedua pelaksanaan Renstra diusulkan dana APBD Kabupaten 

Kapuas Hulu sebesar Rp. 17.796.640.448,- yang diperuntukkan pembiayaan Kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. 

 

 

3. Tahap ketiga : 

Pada tahun 2023 tahap ketiga pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulan melalui 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebesar Rp. 18.833.202.460,- 

untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 
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7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. 

 

4. Tahap keempat  : 

Tahun 2024 tahap keempat pelaksanaan Renstra rencana  usulan melalui APBD 

Kabupaten Kapuas Hulu  sebesar Rp. 19.821.401.916,-  dipergunakan  untuk membiayai  

kegiatan sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 

 

 

5. Tahap kelima  : 

Tahun 2025 tahap kelima rencana  usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu  

sebesar Rp. 20.784.184.626.-  Pamong Praja yakni sebagai  berikut: 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 
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9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 

 

 

6. Tahap keenam  : 

Tahun 2026 tahap kelima rencana  usulan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu  

sebesar Rp. 21.882.325.346,-  memasuki tahun 2026 ini kondisi sarana dan prasarana dapat 

lebih memadai, dana tersebut diarahkan untuk peningkatan tugas pokok dan fungsi Satuan 

Polisi Pamong Praja yakni sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; 

11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 

 

6.8. FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA 

No Indikator Formulasi/ Perhitungan/ Rumus 

1 Persentase Administrasi 

Keuangan 

  

Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan yang terealisasi 

  

X 100 
Jumlah Anggaran Administrasi Keuangan 

2 Persentase Administrasi Barang 

Milik Daearah 

  

Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang diselesaikan 

  

X 100 
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah keseluruhan 

3 Persentase Administrasi 

Kepegawaian 
  

Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan 

  
X 100 

Jumlah Dokumen Kepegawaian Keseluruhan 

4 Persentase SKP yang dikerjakan 

  

Jumlah Dokumen SKP yang diselesaikan 

  
X 100 

Jumlah Dokumen SKP Keseluruhan 

5 Persentase Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

  

Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah yang Terealisasi 

  

X 100 
Jumlah Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 
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6 Persentase Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

  

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terealisasi 

  

X 100 Jumlah Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

7 Persentase Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

  

Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi 

  

X 100 
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

8 Cakupan Sarana, Prasarana, dan 

Aset dalam Kondisi BAIK 

  

Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset dalam Kondisi BAIK 

  

X 100 
Jumlah Sarana, Prasarana dan Aset Keseluruhan 

9 Persentase Tindak Lanjut 

Pelanggaran Perda dan Perkada 

  

Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti 

  

X 100 
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan 

10 Persentase Pengaduan 

Masyarakat yang ditindaklanjuti 

dan terselesaikan 

  

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti/ 

diselesaikan 

  

X 100 
Jumlah Pengaduan Masyarakat Keseluruhan 

11 Rasio Petugas LINMAS  

  

Jumlah Anggota linmas desa aktif  

  Jumlah RT se Kabupaten Kapuas Hulu 

12 Persentase Aparatur yang Dinilai 

Kredit Point Jabatan Fungsional 

  

Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan 

Fungsional 

  

X 100 
Jumlah PNS Non Struktural keseluruhan 

13 Persentase Anggota Linmas 

yang mengikuti Pelatihan 

Linmas 

  

Jumlah Anggota Linmas yang telah mengikuti Pelatihan 

Linmas 

  

X 100 
Jumlah Anggota Linmas se-Kabupaten Kapuas Hulu 

14 Persentase Penindakan 

Pelanggaran Perda dan Perkada 

yang terselesaikan 

  

Jumlah Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada yang 

terselesaikan 

  

X 100 
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada keseluruhan 

15 Persentase Penanganan bencana 

  

Jumlah Bencana yang tertangani 

  

X 100 
Jumlah Bencana Keseluruhan di Kabupaten Kapuas Hulu 

16 Persentase Aparatur yang 

mengikuti Pelatihan 

Kesamaptaan 

  

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kesamaptaan 

  

X 100 
Jumlah Aparatur Satpol PP Keseluruhan 

17 Persentase Peserta Pelatihan 

Dalmas 

  

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Dalmas 

  

X 100 
Jumlah Aparatur Non Struktural 

18 Persentase Aparatur Jabatan 

Fungsional yang mengikuti 

Pendidikan Dasar Satpol PP 

  

Jumlah Aparatur Jabatan Fungsional yang telah mengikuti 

Pendidikan Dasar Satpol PP 

  

X 100 
Jumlah Aparatur Jabatan Fungsional Satpol PP Keseluruhan 

19 Persentase Aparatur Non 

Struktural yang mengikuti 

Pendidikan Dasar Disiplin 

Satpol PP 

  

Jumlah Aparatur Non Struktural yang telah mengikuti 

Pendidikan Dasar Disiplin Satpol PP 

 
X 100 

  

Jumlah Aparatur Non Struktural Keseluruhan 
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      21 Persentase PPNS yang Aktif 

  

Jumlah PPNS yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Aktif/ 

Masih Berlaku 

  

X 100 
Jumlah PNS yang telah lulus pendidikan dan pelatihan di 

bidang penyidikan PPNS 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
7.1. KINERJA DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

7.1.1. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

  Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Peningkatan Penyelenggaraan 

Akuntabilitas Kinerja Satpol PP telah diupayakan peningkatan nilai SAKIP dan akan terus 

meningkatkan nilai SAKIP hingga mendapatkan Nilai Predikat “AA”. 

  Pada Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat 

Kabupaten Kapuas Hulu, Nilai Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kapuas Hulu telah mencapai predikat “BB”. 

  Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

  Dokumen-dokumen SAKIP yang terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen 

perjanjian kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring/ pengukuran kinerja pelaksanaan 

kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Seluruh dokumen tersebut harus 

memiliki kualitas yang baik dengan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Kekonsistenan para pejabat dan tim penyusun SAKIP pada satuan polisi pamong praja 

pada setiap indikator kinerja dan target, baik yang terdapat pada dokumen perencanaan 

dan Perjanjian Kinerja serta dengan menetapkan SOP pengumpulan data kinerja yang 

memadai. 

  Melakukan Evaluasi Kinerja setiap akhir triwulan dengan analisis atas hambatan 

yang dihadapi, serta melakukan perumusan tindak lanjut yang akan ditempuh. Laporan 

kinerja harus menambahkan evaluasi dan analisis penyebab kegagalan atau keberhasilan 

yang dicapai, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang 

terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja isntansi. Memanfaatkan hasil evaluasi 

kinerja tersebut untuk perbaikan kinerja yang lebih baik. 
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7.1.2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

  Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan 

penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati 

yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan 

berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi 

hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati, mengingat keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) bahkan hingga saat ini tenaga PPNS tidak ada. 

Pada Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sudah 

menetapkan Pelayanan Publik yaitu Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada. 

Masyarakat dapat melaporkan semua pelanggaran Perda/ Perkada yang ditemuinya. 

Laporan bisa dilakukan di Kantor maupun melalui Telepon, SMS, Whatsapp atau e-Mail. 

  Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban 

antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu : 

 

a. Kewenangan Pol PP : 

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang 

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; 

2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang 

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah. 

3. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga mayarakat atau badan 

hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

daerah. 

 

b. Kewajiban Pol PP : 

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-

norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat’ 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu 

ketentraman dan ketertiban umum; 

3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya 

tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan; 

4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
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Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja 

mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan : 

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan 

Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap 

Gangguan Trantibum serta pengawasan aset-aset daerah; 

2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran 

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu; 

3. Penataan PKL dan melakukan pengamanan setiap hari di tempat pusat perbelanjaan 

masyarakat seperti Pasar Pagi Putussibau; 

4. Melakukan kegiatan Pengamanan pada tempat-tempat Rawan pelanggaran 

Trantibum seperti kegiatan sosial kemasyarakatan; 

5. Melakukan cegah dini pelanggaran Perda/ Perkada; 

6. Menggelar Razia secara rutin pada tempat-tempat rawan pelanggaran Perda/ 

Perkada dan trantibum seperti tempat hiburan malam, penginapan dan Kost-kostan, 

Pasar Tradisional, Pertokoan dan pusat keramaian untuk mencegah penyebaran 

Covid-19; 

7. Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada baik secara langsung maupun 

secara elektronik (Telepon, SMS, Whatsapp, Email, Facebook, Mesengger atau 

Website) 

 

7.1.3. Pengembangan Kapasitas Aparatur 

   Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu Meningkatkan 

Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya semaksimal mungkin 

untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu tentang 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan 

dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan 

Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

   Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, 

Pengembangan Kapasitas apapratur juga melaksanakan kegiatan peningkatan 

kesamaptaan jasmani, pelatihan DALMAS, serta pengiriman aparatur untuk mengikuti 

pendidikan dan latihan ke pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja. 
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   Telah diupayakan pula untuk setiap tahunnya merencanakan pelatihan dan 

pembinaan anggota Satlinmas, namun karena keterbatasan anggaran perencanaan tersebut 

tidak pernah terealisasi hingga saat ini. 

 

7.1.4. Satuan Perlindungan Masyarakat 

 Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di jelaskan bahwa 

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga  masyarakat 

disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk  melaksanakan kegiatan 

penanganan bencana guna mengurangi dan  memperkecil akibat bencana, serta ikut 

memelihara keamanan, ketentraman  dan ketertiban masyarakat,  kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

 Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah 

Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga 

masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk 

melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil 

akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.  

 Regu Kesiapsiagaan dan  Kewaspadaan Dini mempunyai tugas, meliputi: 

a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap  segala bentuk  

ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban 

masyarakat; 

b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi  

bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; 

c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data 

dan  Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan 

keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; 

d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi 

bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat 

ke  wilayah aman; dan 

e.  melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada 

fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, 

ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. 

 

 Penanggulangan bencana bertujuan untuk:memberikan pelindungan kepada 

masyarakat dari ancaman bencana; 

a. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 

b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 

c.  menghargai budaya lokal; 
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d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 

e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; 

dan 

f.  menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan anggota Satlinmas telah dilakukan 

pendataan seluruh satlinmas di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga diperoleh jumlah 

anggota satlimas pada Tahun 2020 mencapai 1.592 orang anggota linmas.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu 

tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dan Negeri Nomor 86 Tahun 2017  

tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan 

Tata Cara Peruabahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2024 dan 

memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan 

berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan 

peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas 

Hulu tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan serta sub kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2021-2026). Sasaran, 

program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke 

dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka 

pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja satuan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Renca Kerja (RENJA) 

SKPD, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

 

 

Putussibau,       November 2021 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN KAPUAS HULU, 

 

 

 

RUPINUS, S.Sos., M.Si. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19691112 199010 1 001 
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LAMPIRAN 1 Matrik Renstra 2021-2026 Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu 

 (Lihat Halaman 36) 
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LAMPIRAN 2 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN  KAPUAS HULU 

RENCANA STRATEGIS SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

TAHUN 2021-2026 

      
 

 
 

  

 

VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil 
 

   

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan 
 

   

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, 

Responsibilitasdan Akuntabilitas 

      
 

 
 

  

No 
Tujuan Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran 

Pelaksana 
Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Meningkatkan 

kualitas 

pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Satpol PP 

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah 

Nilai SAKIP 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1. Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Sub Bagian Program 

2. Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 
Sub Bagian Keuangan 

2. Peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan intelektual 

aparatur dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta tersedianya data 

informasi kepegawaian 

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Sub Bagian Umum dan 

Aparatur dan Seksi 

Peningkatan Kapasitas 

Personil Satpol PP 

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

fasilitas serta Jasa Penunjang 

dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi 

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

3. Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2 Mewujudkan 

masyarakat 

Indeks 

Rasa 

Meningkatnya 

kondusivitas 

Indeks 

Ketentraman 

1. Peningkatan Kesadaran dan Peran 

Serta Masyarakat dalam 

1. Penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bidang Penegakan dan 

Operasi 
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yang Aman, 

Religius dan 

Berbudaya 

Aman wilayah dan 

Ketertiban 

Umum 

Penyelenggaraan dan 

Pemeliharaan Ketertiban Umum 

serta Ketenteraman Masyarakat 

Bupati/Wali Kota 

2. Peningkatan Penyidikan, 

Penyelidikan, Penindakan dan 

penyelesaian Pelanggaran 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

Bidang Penegakan dan 

Operasi, Bidang 

Perlindungan Masyarakat, 

Bidang Peningkatan 

Kapasitas Personil 

  

3. Patroli dan Pengamanan secara 

intensif pada Daerah Rawan 

Pelanggaran Trantibum 

4. Peningkatan Deteksi Dini untuk 

mencegah terjadinya Pelanggaran 

Trantibum 

5. Peningkatan Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat dalam 

rangka Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

6. Peningkatan Pengetahuan, 

Kemampuan, Keterampilan dan 

Disiplin Aparatur Satpol PP dan 

Satlinmas 

7. Peningkatan Pengembangan 

Kapasitas dan Karier PPNS 

1. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 

Bodang Peningkatan 

Kapasitas Personil 
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LAMPIRAN 3 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

PEMERINTAH KABUPATEN  KAPUAS HULU 

 Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja 

 TAHUN 2021-2026 

 

              

  

VISI : 
Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan 

Terampil 

    MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis 

Transparansi, Responsibilitasdan Akuntabilitas 

  

TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

     

              

    
No Indikator Tujuan Satuan 

Target Kinerja (Tahun) 

  

    

2022 2023 2024 2025 2026 

  

    
1 Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP Predikat BB BB BB A A 

  

    

                

  

              

              Sasaran 
Satuan 

Target Kinerja (Tahun) 
Pelaksana  

Uraian Indikator 2022 2023 2024 2025 2026 
 

1. 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 

1. Nilai SAKIP Predikat BB BB BB A A Sub Bagian Program 
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PEMERINTAH KABUPATEN  KAPUAS HULU 

Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja 

TAHUN 2021-2026 

             

  

VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil 

 

  

MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan 

  

TUJUAN 2 : Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya 

    

             

    
No Indikator Tujuan Satuan 

Target Kinerja (Tahun) 

 

    

2022 2023 2024 2025 2026 

 
    

1 Indeks Rasa Aman Indeks 100% 100% 100% 100% 100% 
 

    

                

 

             

             Sasaran 
Satuan 

Target Kinerja (Tahun) 
Pelaksana 

Uraian Indikator 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
Meningkatnya kondusivitas 

wilayah 
1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Indeks 100% 100% 100% 100% 100% 

Bidang Penegakan 

dan Operasi 
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LAMPIRAN 4 MATRIKS PAGU INDIKATIF RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN  KAPUAS HULU 

Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi dan Pamong Praja 

TAHUN 2021-2026 

    

 

       

 

VISI : Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil 

   

 

MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan 

  

 

MISI 4 : 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitasdan 

Akuntabilitas 

 

TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

      

 

TUJUAN 2 : Mewujudkan masyarakat yang Aman, Religius dan Berbudaya 

     

    

 

       
No 

Sasaran 
Kegiatan 

  
Pelaksana 

Uraian Indikator 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah 

Nilai SAKIP 1 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

     

270.146.500  

     

288.993.850  

     

309.317.570  

     

346.710.757  

     

388.812.478  

Sub Bagian 

Program 

2 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

   

8.175.414.748  

   

8.584.185.485  

  

9.013.394.760  

  

9.464.064.498  

  

9.937.267.723  

Sub Bagian 

Keuangan 

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 
       

10.000.000  

       

10.000.000  

       

10.000.000  

       

10.000.000  

       

10.000.000  

Sub Bagian 

Umum & 

Aparatur 

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

     

491.692.220  

     

516.276.831  

     

542.090.673  

     

569.195.206  

     

597.654.966  

sub bagian 

umum & 

Aparatur dan 

Seksi 

Peningkatan 

Kapasitas 

Personil Satpol 

PP 
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5 Administrasi Umum Perangkat Daerah    

1.071.438.380  

   

1.125.010.299  

  

1.181.260.814  

  

1.240.323.855  

  

1.302.340.047  

Sub Bagian 

Umum & 

Aparatur 

6 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

   

1.921.045.000  

   

2.076.963.250  

  

2.195.811.413  

  

2.329.601.983  

  

2.458.582.082  

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

   

1.943.424.100  

   

2.040.595.305  

  

2.142.625.070  

  

2.249.756.324  

  

2.362.244.140  

8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

     

378.682.000  

     

395.277.100  

     

420.790.955  

     

462.080.503  

     

485.184.528  

2 Meningkatnya 

kondusivitas 

wilayah 

Indeks 

Ketentraman 

dan 

Ketertiban 

Umum 

1 Penanganan Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

   

3.140.137.200  

   

3.300.516.040  

  

3.508.526.363  

  

3.723.157.201  

  

3.948.519.582  

Bidang 

Penegakan dan 

Operasi, 

Bidang 

Perlindungan 

Masyarakat, 

Bidang 

Peningkatan 

Kapasitas 

Personil 

2 Penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

     

354.660.300  

     

451.384.300  

     

451.384.300  

     

340.784.300  

     

340.784.300  

Bidang 

Penegakan dan 

Operasi 

3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota        

40.000.000  

       

44.000.000  

       

46.200.000  

       

48.510.000  

       

50.935.500  

Bidang 

Peningkatan 

Kapasitas 

Personil 

TOTAL       

17.796.640.448  

      

18.833.202.460  

      

19.821.401.916  

      

20.784.184.626  

      

21.882.325.346    
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LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD 

OPD  : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU 

No 
Indikator Sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

Kondisi Kinerja 

pada awal 

periode RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 

pada akhir 

periode RPJMD 
Tahun 0 

Tahun 

1 

Tahun 

2 

Tahun 

3 

Tahun 

4 

Tahun 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nilai SAKIP BB BB BB BB A A AA 

2 
Indeks Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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LAMPIRAN 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

(Lihat Halaman 45) 

LAMPIRAN 7 FORMULASI/ PERHITUNGAN/ RUMUS INDIKATOR KINERJA 

(Lihat Halaman 49) 
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LAMPIRAN 8 LINK DOKUMEN PENTING 

No Dokumen Link/ Alamat Web/ Url 
Password 

Ket 
Proteksi Download 

1 Renstra 2016-2021 https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-rencana-strategis/    

2 Renja  https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rencan-kerja/    

3 Cascading https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading-2021-2026/    

4 Perjanjian Kinerja https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja/ pk20\[$% bjhd2985  

5 Rencana Aksi Kinerja https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja/ rak3$@19 hghd640d7fo  

6 Monitoring Kinerja https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-rencana-aksi-atas-

kinerja/ 

tr3**##19   

7 Evaluasi Kinerja https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja/ eka”+58   

8 Laporan Kinerja https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/ vsi_@^?]\. Jdktrqw1063  

9 LPPD https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lppd/ bn269#^3>?;”[} vdkw52047  

10 Laporan Aset https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset/ l630nfl’.,10$ agsbvp2063  

11 IKU https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/    

12 IKI https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/    

13 PERDA Tibum Tahun 1978 https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-kebersihan-ketertiban-

umum/ 

   

14 Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda/ 

Perkada 

https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-

perda-perkada/ 
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